
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

CATATAN ATAS LAPORANI KEUANGAN

SKPD DINAS PERHUBUNGAN KOMUNllKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1 Maksud

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten PurbalinggaTahun
Anggaran 2011 dliamplng aebagal bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan

daerah adalah untuk menyediakan informasi yantj relevan mengenai posisi keuangan

dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh SKPD selama satu tahun.

2. Tujuan

Tujuannya adalah Menyajikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahani
bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas laporan Keuangan selama
satu periode pelaporan tahun anggaran 2011.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun anggaran

2011 adalah

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4288

3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 .Tambahan Negara Rl Nomor 4355)

4. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
jawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66 Tanbahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor4400).

5. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencenaan Pembangunan
Nasional(Lembaran Negara Rl Tahun 104,tambahan lembaran Megara Rl Nomor 4421)

6. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Negara Rl Nomor 4437)

7. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Repubilik Indonesia

Tahun 2004 Nornor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438.

Undang -undang nomor 28 tahun2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
( Lembararan negara republik Indonesia Tahun 2009 nomor 147),

8 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengeloaan dan keuangan Badan

layanan Umum (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 .Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia nomor 4503)

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akutansi Pemerintahan

9 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembarEn Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575).

10 Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576).

11 Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140)


















